PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH JAWA TENGAH

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN

KEPALA EBIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU SEKRETARIAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor 82 /opopop! 2018
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

FPENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP}
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
SEEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH

SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

a.

hahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Dacrah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 821.2/0011554/2017 tentang
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah diharapkan
terwujud pelavanan cepat, tepat dan sederhana dalam
menvebarluaskan informasi publik;

bahwa dalam upaya penyediaan informasi publik di
lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka
perlu disusun 3Standar Operasional Prosedur [SOP) vang
menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah dalam penetapan dan pemutakhiran Daftar
Informasi Publik sechingga dapat melayvani masvarakat
dengan lebih baik:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah tentang Standar Operasional Prosedur
Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)
Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi [(PPID)
Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran



10.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846|;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomer 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomaor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5071}

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Repubhk Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 tentang HKeterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 tahun 2016
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Sekretarial Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 51);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Pelavanan Informasi  Publik
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 81};
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelavanan
Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2012 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor & Tahun
2012 tentang Pelavanan Informasi Publik Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomer 12);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

11. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
821.1/0011554/2017 Tahun 2017 tentang Pejabat
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Standar Operasional Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran
Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran
IT Keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum
KESATU merupakan pedoman dalam pengelolaan informasi bagi
PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Semua biaya yang LUmbul sebagai akibat kepulusan ini
dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  : Semarang
pada tanggal <40 Desemier 200

KEPALA BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU AT PEMBANTU
SEKRETARIAT SI JAWA TENGAH
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Lampiran |

Keputusan Kepala Biro Umum  Sekretariat

Tengsh
Selalu Atasan PPID Pembanlu Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah

Komor
‘Tanggal

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR |SQP)
PENETAPAN DAN FEMUTAKHIERAN DAFTAR INFORMAST PUBLIK (DIF)
FEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI [PPID) PEMBANTU SEKRETARIAT

DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

Daerah  Jaws

821 2 /002370y Jao8
3o DeSember 2018

NO) KEGIATAN PENANGGUNG WARTU KETHRANCGAN
- JAWAR
L. Mengumpulkan  informasi  dan | Biro Yang J Hari
| dokumeniasi  yang berkualitas | menguasai dan
| dan relevan dengan tupoksi darl | mengelola informasi
| masing-masing Biro yang
INeTguasal dan mengelola
informasi — N

2. Mengklasifilasi dan | Sekretariat FEID 3 Hard

mengidentifikasilian Draft Daftar | Pemmbantu Setda
| Informasi  Publik  berdasarkan | Provinsi Jawid
sifatnya, mermhbuat Daftar | Tengah
Informasi  yang Dikecualikan
(DIK) dan  melaporkan kepada
Alasan PPID )

3. Menetapkan Daftar  Informasi | PPID Utama 1 Hari Mengadakan rapat
Publik secara resmi sesuai bersama dengan
dengan klasifikast infromasi dan Pejabat dari Biro vang
dokumentasi Publik menguasal dan

| mengelola informasi
| untuk menetapkan
Daltar nformasi
Publik yang
[ penetapannya
| disahlzan oleh Atasan
- —_— . PPID

4. | Mendokumentasikan informasi | Sckretariat  PPID | 1 Harl
publik dalam bentuk =oft copy Pembantu Setda
dan rempat penyimpanan Provinsi Jaaa
dokumen dalam hentuale hard Tengah
copy .

5. Mengumumbkan dan menggugah | Selretariat PFID 1 Hari
Daltar  Informasi  Publik ke | Pembantu Setda
website mesom PFID Sekretarat | Provinsy Jawa
Daerah  Provinsi Jawa Tenpah | Tengah
AN melalui sarans
informasi lainnya S

6. Menyampaikan Daftar Informasi | Sekretanal PRI 1 Jam

' Fuhlik yang telah ditetaplan Femhaniy Sclda
FFID Pembann kepada FRID Frovinsi Jawa
Utama untuk ditetapkan menjadi | Tengah
bagian dari Daftar Informasi
Publik PPID Utama

KEPALA BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAIT PROVINST .JAWA TENGAH

SELAKU AT
SEKRETARIAT D
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